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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 0. /2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.-

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KABUPATEN ACEH SINCGKIL

PEMERINTAH ACEH SINGKIL

bahwa pemenuhan hak atas informasi merupakan salah
satu persyaratan penting dalam mewujudkan
pemerintahan  yang transparan, pastisipatif, dan
akuntabel;

.bahwa untuk kelancarar Pelayanan Informasi Publik

berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 67
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi
Publik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud,;

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan
Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan,;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);



10.
11.

12.

13.

L Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.-

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 67 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 676);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN.

KESATU :  Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh
Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
Bupati ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana pada Diktum
Kesatu terdiri dari:

a. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keberatan
Permohonan Informasi;

b. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Atas
Informasi;

c. Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa
Informasi;

d. Standar Operasional Prosedur Penetapan dan
Pemutakhiran DIDP

e. Standar Operasional Prosedur Pengujian tentang
Konsekuensi;

f. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian
Informasi Publik;

g. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian
Informasi yang dikecualikan; dan

h. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Dan Evaluasi.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua merupakan pedoman dalam Pelaksanaan
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Aceh Singkil.

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkii
pada tanggal |3 \wnudt 6y
4 Lwodl oMWY uyigt

(Y Pi. BUPATI ACEH SINGKIL, &
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MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh

Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

% Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.-



